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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) di puskesmas Watubangga
Kabupaten Kolaka. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif
dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan
observasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum
memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah dilapangan.

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut implementasi
program BPJS Kesehatan dalam pelayanan publik di Puskesmas Watubangga
telah berjalan dengan baik didukung dengan prosedur pelayanan, waktu
penyelesaian pelayanan, biaya pelayanan, produk yang digunakan untuk
pelayanan dan sarana prasarana pendukung pelayanan untuk mengkomunikasika
program BPJS Kesehatan dengan sumber daya yang digunakan berupa pegawai
dan anggaran kerja, memperhatikan disposisi yang tepat untuk menata
pelaksanaaan program BPJS Kesehatan serta membentuk struktur birokrasi untuk
melindungi pelaksanaan kegiatan program BPJS Kesehatan di Puskesmas
Watubangga Kabupaten Kolaka. Walaupun demikian masih ada terdapat warga
yang tidak dapat memanfaatkan program BPJS Kesehatan karena kurangnya
informasi yang diperoleh dan lokasi domisili yang tidak terjangkau oleh
pelayanan program BPJS Kesehatan sehingga mereka belum dapat memperoleh
pelayanan kesehatan dengan baik. Namun secara keseluruhan diperoleh bahwa
implementasi program BPJS Kesehatan di Puskesmas Watubangga Kabupaten
Kolaka sudah dilakukan dengan baik.

Kata kunci : Implementasi program BPJS Kesehatan
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara wajib

melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan
dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh
kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai
penyelenggara Negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang
menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat.
Dengan kata lain seluruh kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang
banyak itu harus atau perlu adanya suatu pelayanan.

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak
dan produktif. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar
masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah
sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal
28 H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 34 ayat (3) “Negara
bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan
fasilitas pelayanan umum yang layak”. Salah satu bentuk fasilitas pelayanan
kesehatan untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah
puskesmas.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah:
1. Bagaimana Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan dalam Pelayanan Publik di Puskesmas Watubangga
Kabupaten Kolaka.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) dalam pelayanan publik
di puskesmas Watubangga Kabupaten Kolaka.

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial dalam Pelayanan Publik di Puskesmas Watubangga Kabupaten
Kolaka.

2. Untuk mengetahui manfaat implementasi Program Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) dalam pelayanan public di Puskesmas
Watubangga Kabupaten Kolaka.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
Bagi ilmu pengetahuan : Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini
dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan yang
berkaitan langsung dengan implementasi program badan penyelenggara
jaminan sosial kesehatan.
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2. Manfaat praktis
a. Bagi Pemerintah Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka :

Dapat memberikan masukan positif bagi pihak pemerintah dalam
pengambilan keputusan yang berhubungan dengan implementasi
program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dalam
pelayanan publik.

b. Bagi masyarakat : Menambah pengetahuan mengenai program badan
penyelenggara jaminan sosial kesehatan agar lebih memudahkan jika
ingin memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh badan
penyelenggara jaminan sosial kesehatan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan
“secara etimilogis istilah policy (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani,

Sansekerta, dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta/polis
(Negara-kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi
politia (Negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pertengahan menjadi
policie yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi
pemerintahan” (dalam Dunn 2003:51).

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam Kismartini, dkk (2005:1),
mengemukakan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-
nilai dan praktek-praktek yang terarah. Sedangkan James E. Anderson
mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan
tertentu yang diikuti dan di laksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok
pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

B. Konsep Kebijakan Publik
Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual

yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis
tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencangkup penyusunan
agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan
penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting,
rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas
yang lebih bersifat intelektual (Subarsono, 2005 : 8)

C. Konsep Implementasi

Implementasi sebagai suatu konsep tindak lanjut pelaksanaan kegiatan
cukup menarik untuk dikaji oleh cabang cabang ilmu. Hal ini semakin
mendorong perkembangan konsep implementasi itu sendiri, disamping itu
juga menyadari bahwa dalam mempelajari implementasi sebagai suatu
konsep akan dapat memberikan kemajuan dalam upaya-upaya pencapaian
tujuan yang telah diputuskan.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi
Menurut Eugene (Agustino, 2006:153) mengungkapkan kerumitan dalam

proses implementasi adalah cukup untuk membuat sebuah program
kebijaksanaan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lari
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merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya
mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang
mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi dalam melaksanakannya dalam bentuk
yang memuaskan semua orang.

E. Konsep Pelayanan Publik
Pengertian pelayanan publik menurut Widodo (2001:209) adalah

pemberian layanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang
mempunyai kepentingan pada kepentingan organisasi sesuai dengan aturan
pokok atau tata cara yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Thoha dalam Seanipar (1997:78) menyatakan bahwa
pelayanan publik adalah sebagai usaha yang dilakukan oleh seseorang,
kelompok, instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan
kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

F. Tinjauan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan

Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) adalah badan hukum yang
dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang diatur oleh
Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial. Mengingat pentingnya peranan BPJS dalam
menyelenggarakan program jaminan sosial dengan cakupan seluruh penduduk
Indonesia maka Undang-undang BPJS memberikan batasan fungsi, tugas,
wewenang, hak dan kewajiban yang jelas kepada BPJS dengan demikian
dapat diketahui secara pasti batas-batas tanggung jawabnya dan sekaligus
dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja BPJS tersebut secara
transparan.

G. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)

Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) adalah badan hukum yang
dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang diatur oleh
Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Program jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan
agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap
orang yang membayar iuran atau iurannya telah dibayar oleh pemerintah.

H. Keranga Pikir
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana

dilakukan pada bab sebelumnya, serta berdasarkan kajian beberapa teori
implementasi kebijakan pablik di atas, maka kerangaka pikir dalam penelitian
yaitu implementasi kebijakan publik dapat dilaksanakan sesuai dengan
mekanisme pedoman pelaksanaan program, dan dapat memperoleh
keberhasilan.

METODE PENELITIAN
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A. Lokasi Penelitian
Lokasi pada penelitian ini adalah pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama (FKTP), yaitu Puskesmas Watubangga, Kecamatan Watubangga,
Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara.

B. Informan Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrument utama dalam

penelitian, dimana informan sebagai kunci dan informan sebagai instrument
pendukung, dengan menggunakan alat bantu panduan wawancara dan alat
rekam suara dan video (kamera digital/hp). Peneliti berperan sebagai
pengamat untuk mengobservasi secara langsung, sekaligus sebagai partisipan
untuk melakukan interaksi dengan obyek penelitian lapangan. Adapun
informan dalam penelitian ini yaitu :
1. Kepala Puskesmas Watubangga/dokter, bidan 1 orang dan perawat 1

orang.
2. Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)

berjumlah 3 orang.
C. Jenis dan Sumber Data

jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu
data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka,
yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum
obyek penelitian, meliputi : sejarah singkat berdirinya, letak geografis, obyek,
visi dan misi, struktur organisasi, keadaan pegawai dan keadaan sarana dan
prasarana.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Data primer,

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Sumber
informasi berasal dari informan yang dianggap mengetahui permasalahan
dengan jelas, dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber informasi yang
baik serta mampu mengemukakan pendapat secara baik dan benar yang
berkaitan dengan variabel pelaksana program Badan penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).

2. Data sekunder,
Data sekunder yaitu data perlengkapan yang diperoleh dari data

puskesmas Watubangga, buku teks, dokumen-dokumen, laporan-laporan
yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalm penelitian ini yaitu :

1. Wawancara (Interview)
Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan

data melalui Tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang
dianggap mengetahui banyak tentang dan masalah penelitian.

2. Observasi (Observation)
Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan pada riset

kualitatif juga sebagai kegiatan mengamati secara langsung tanpa
mediator sesuai objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang
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dilakukan objek tertentu. Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian
ini yaitu pelayanan publik.

3. Dokumentasi (Documentation Study)
Studi dokemen dimaksud sebagai pengumpulan data dan telaah

pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan
relevan dengan permasalahan yang akan ditiliti baik berupa buku-buku,
literatur, laporan tahunan, jurnal, table, karya tulis ilmiah, dokumen
peraturan pemerintah dan undang-undang yang telah tersedia pada
lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan
sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan
informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan, meliputi :
UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, UU
No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 36
tahun 2009 tentang Kesehatan, dan data dinas kesehatan Sulawesi
Tenggara 2016.

E. Teknik Analisis data
Jenis penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitin yang menggunakan

pendekatan kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan
sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai
dilapangan. Menurut Nasution (Sugiono, 2016) menyatakan bahwa analisis
telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun
kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

F. Definisi Konsep
Dalam penelitian ini, peneliti membagi 2 (dua) definisi konsep. Hal ini

terkait dengan kerangka piker yang telah dikemukakan sebelumnya, maka
definisi konsep pada penelitian ini adalah :
1. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh

individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang
diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ada
4 (empat) faktor yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat
keberhasila implementasi kebijakan yaitu :
1. Komunikasi, yaitu keberhasilan suatu implementasi kebijakan

memberikan persyaratan kepada implementator dengan maksud agar
mengetahui apa yang harus dilaksanakan. Sasaran (target group),
sehingga akan mengurangi adanya distorsi implementasi jika tujuan
dan sasaran tidak jelas dan tidak dipahami, maka akan terjadi
resistensi dari suatu kelompok sasaran;

2. Sumber daya manusia (SDM), meskipun kebijakan telah
dikomunikasikan dengan baik dan konsisten secara jelas, tetapi tidak
disertai dengan sumber daya yang memadai, maka implementasi
kebijakan tidak akan efektif;

3. Dispisisi, watak dan prilaku yang dimiliki oleh implementor, seperti
komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis; dan

4. Struktur birokrasi, struktur organisasi yang mengimplementasikan
kebijakan yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
implementasi kebijakan, salah satu aspek yang penting dalam setiap
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organisasi adalah prosedur operasional standar (Standar Operating
Procedures atau SOP) yang dijadikan pedoman bagi setiap
implementator bertindak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Letak Geografis

Kecamatan Watubangga adalah sebuah Kecamatan yang berada di
Kabupaten Kolaka dengan jarak tempuh ke Ibukota Kabupaten 66,1 km.
Ibukota Kecamatan Watubangga terletak di sebelah selatan dari ibukota
Kabupaten Kolaka, memiliki luas wilayah 97,12 km2 yang terdiri dari
wilayah dataran 30%, perbukitan 50% dan perairan 20%. Dilihat dari
segi geografis Kecamatan Watubangga memiliki batas wilayah :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanggetada;
b. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bone;
c. Sebelah Selatasan berbatasan dengan Kecamatan Toari;
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Polinggona.

2. Demografi
Kecamatan Watubangga terdiri dari 3 Kelurahan dan 11 desa. Jumah

penduduk Kecamatan Watubangga sebanyak 17.132 jiwa atau 4.602
kepala keluarga. Data ini memiliki kaitan dengan pelayanan Puskesmas
Watubangga yaitu melayani kesehatan masyarakat di Kecamatan
Watubangga. Dalam pelaksanaan penelitian ini ditemukan bahwa masih
ada warga masyarakat yang belum terjangkau oleh pelayanan Puskesmas
Watubangga. Namun demikian hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi
pihak pemerintah daerah untuk mengembangkan jangkauan pelayanan
Puskesmas Watubangga di Kabupaten Kolaka.

3. Sosial Ekonomi Masyarakat
Masyarakat Kecamatan Watubangga secara sosial ekonomi adalah

terdiri dari berbagai macam suku bangsa yaitu tolaki morenene, tolaki
mekongga, bugis-makassar, jawa dan bali yang mayoritas bekerja
sebagai petani/pekebun dan nelayan disamping pekerja lain seperti
wiraswasta, PNS dan TNI/POLRI.

B. Gambaran Umum Puskesmas Watubangga
Puskesmas Watubangga adalah salah satu puskesmas perawatan di

lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka yang berkedudukan di
Kecamatan Watubangga dengan jarak tempuh kurang lebih 60 km kea rah
selatan dari ibu kota Kabupaten Kolaka. Puskesmas ini dibangun pada tahun
1991 di atas tanah seluas 1200 m2.

C. Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan

Program pemerintah untuk bidang kesehatan telah dikembangkan
dalam berbagai bentuk seperti program yang dilakukan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan tujuan untuk
mengoprasikan program bernama JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

D. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Watubangga Kabupaten Kolaka
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Pelayanan menjadi suatu kata yang menggambarkan adanya tindakan
untuk melaksaakan pekerjaan jasa kepada orang lain yang membutuhkannya.
Dalam penelitian ini pelayanan digunakan untuk membangun masyarakat
yang sehat di Kecamatan Watubangga.Pelayanan publik dalam lingkup kerja
Puskesmas Watubangga Kabupaten Kolaka merupakan pemberian layanan
(melayani) keperluan masyarakat yang mempunyai kebutuhan layanan
kesehatan sesuai

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan
sebelumnya, maka dapat dismpulkan bahwa implementasi program BPJS
Kesehatan dalam pelayanan publik di Puskesmas Watubangga telah berjalan
dengan baik didukung dengan prosedur pelayanan, waktu penyelesaian
pelayanan, biaya pelayanan, produk yang digunakan untuk pelayanan dan
sarana prasarana pendukung pelayanan untuk mengkomunikasikan program
BPJS Kesehatan dengan sumber daya yang digunakan berupa pegawai dan
anggaran kerja, memperhatikan disposisi yang tepat untuk menata
pelaksanaaan program BPJS Kesehatan serta membentuk struktur birokrasi
untuk melindungi pelaksanaan kegiatan program BPJS Kesehatan di
Puskesmas Watubangga Kabupaten Kolaka. Walaupun demikian masih ada
terdapat warga yang tidak dapat memanfaatkan program BPJS Kesehatan
karena kurangnya informasi yang diperoleh dan lokasi domisili yang tidak
terjangkau oleh pelayanan program BPJS Kesehatan sehingga mereka belum
dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan baik. Namun secara
keseluruhan diperoleh bahwa implementasi program BPJS Kesehatan di
Puskesmas Watubangga Kabupaten Kolaka sudah dilakukan dengan baik.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang disajikan sebelumnya, maka dapat

disarankan sebagai berikut :
1. Untuk mengimplementasi program BPJS Kesehatan dengan baik, maka

warga masyarakat diharapkan untuk memanfaatkan informasi dari
Puskesmas Watubangga Kabupaten Kolaka agar dapat mengikuti program
BPJS Kesehatan dengan memperoleh pelayanan kesehatan gratis dalam
program BPJS Kesehatan.

2. Sebaiknya program BPJS Kesehatan disosialisasi secara berkala di desa-
desa yang ada di wilayah Kecamatan Watubangga supaya warga
masyarakat dapat memanfaatkan program BPJS Kesehatan dengan baik.

3. Untuk mensosialisasi program BPJS Kesehatan dengan baik, maka
pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya
perlu menyediakan pusat komuniskasi, sumber daya, disposisi, dan
struktur birokrasi yang mendukung penyelenggaraan program BPJS
Kesehatan kepada masyarakat dimasa mendatang.
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